BAB I1
KAJIAN TEORI
A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut
etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu
yang lain.! Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa
Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain
dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan
juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum
Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama
dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:
a Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki

dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua
mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-
menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara
yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah
melalui ijab kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan

barang dan harga dari penjual dan pembeli.

L Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 173.
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2) Arti umum vyaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan
harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang)
atau uang.?

b Menurut Ulama’ Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua
pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang
bersifat khusus.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan
adalah agad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar
yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas
sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu
yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan
adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi
bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan
yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan
juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika,
tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli
ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat

sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.®

2 1bid., 175.
3 Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.
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Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah, yaitu:

Menurut ulama Syafi’iyah memberikan definisi jual beli
sebagai suatu agad yang mengandung tukar-menukar harta dengan
harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh
kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli
sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar
manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu
selamanya, bukan riba dan bukan utang.*

Menurut Hasby Ash-Shidigy memberikan definisi jual beli
sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya
dengan cara yang dibolehkan. Agad yang tegak atas dasar penukaran
harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara
tetap.®

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh
kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat
saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik

secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara’. Yang

* 1bid., 69.

5 Hasby Ash-Shidiki, Figih Muamalah (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97.
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dimaksud sesuai dengan syara’ adalah memenuhi rukun dan syarat
dari jual beli.
2. Dasar Hukum Jual Beli
a Al-Qur’an
Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur’an dan al-Hadits,

sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqgarah ayat 275

A.L.x;.ud.ﬂ\ ejs.a\.ASY\ UJAJSJYL\JM U}SS\-’U-’JM
u)x\dMém\ ) \jsu ngM\UAUM\

Lﬂﬂj\ﬁ&\.ﬁ: uﬁjﬂ\‘;\};o\jujuu‘dﬂ /oug_t)

67y gallA g8 ?" Ju\ &_1\514\
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.” (QS Al-Bagarah: 275)’

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa
Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya

degan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

® QS. Al-Bagarah (2): 275.
" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005), 48.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29).°
Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta
sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri,
korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain
yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan
atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan
saling menguntungkan.
b Hadits
Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Imam Bazzar yang berbunyi:

) diw alu g adde dll La ill o) a8 (pdeld ) e
Do Sy ean dall dee  JlE8 € culal sl

(eﬂaj\ dAasin g J\).\M a\jJ)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya
“usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha
seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang
mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-
Hakim).

Dalam hadits diatas dapat dijelaskan bahwa islam tidak

membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan

8 QS. An-Nisa (4): 29.
° Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005), 84.
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tetapi harus berdasarkan syariat. Pekerjaan ynag paling baik
adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur
tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang
bersih dan baik.

¢ Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang
tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini
merupakan sebuah bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorang
pun yang menentangnya.t?

3. Rukun dan Syarat Sah Jual beli
Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan
hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau
sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka
dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi
rukun dan syarat sahnya jual beli.
Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual
beli terdiri dari:
a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
b. Adanya uang dan benda
c. Adanya shighat (ijab kabul)
Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah

dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka

10Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam ”, Jurnal Bisnis Vol 3, No. 2 (2015), 242-244.
“Enang Hidayat, Figih Jual Beli, 15.
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perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual
beli.*?

Rukun jual beli menurut Fugaha’ Hanafiyah adalah ijab dan
gabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk
lain yag dapat menggantikannya, seperti pada Kkasus fa’athi
(memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur
fugaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli,
shighat jual beli dan obyek jual beli.'®

Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang
subjeknya, tentang objeknya, dan tentang shighat (ijab kabul).

a Tentang Subjeknya
Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli
haruslah:
1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak
sah jual belinya
Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat
membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.
Apabila salah atu pihak tidak berakal maka jual beli yang
diadakan tidak sah.
2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
Dimaksudkan dengan kehendak sendiri,bahwa

dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak

2Syhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 140.
BGhufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

120-121.
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melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga
pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan
disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual
beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri”
adalah tidak sah.

Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah
manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros
didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak
cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan
sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu
menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum
berada dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan
perbuatan hukum untuk  keperluannya  adalah
pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan
hukum: “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada di
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil
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harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik.” (QS. An-Nisa (4): 5).14
4) Baligh
Madzab sepakat bahwasannya seorang aqid (para
pihak) harus mumayyiz, namun mereka berbeda pendapat
tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah
menganggapnya sebagai syarat nafadz, sedangkan
Syafi’iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat
in’agad.®®
b Tentang Objeknya
Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda
yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan
sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat
berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang
melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan
barang yang di akadkan ada di tangan.
1) Bersih Barangnya
Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya,
lalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang
dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai
benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada

ketentuan: Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah

4Syhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 143.
5Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, 124-125.
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saw:.... “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah
mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan)
dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli
Hadits).

Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat
adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum agama (syariat islam). Maksudnya
pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan
norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli,
yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang
bertentangan dengan syariat islam, maka barang tersebut
dapat diakatakan tidak bermanfaat.

Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang vyang melakukan
perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah
barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik
sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan
olen orang yang bukan pemilik atau yang berhak
berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian
jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual

barang milik istrinya anpa mendapat izin atau kuasa dari
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istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual
beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh
suami atas barang milik istrinya itu batal.

Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah
penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat
menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual
beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada
waktu penyerahan barang kepada pembeli.

Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan
jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli
itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut
mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat
diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan
barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau
kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua
belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran
maupun jangka waktu pembayaran.

Barang yang di akadkan ditangan
Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang

yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan
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penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau

tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.®

¢ Tentang shighat (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa shighat ini sangat penting
karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad.
Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad
tidak ridha melakukan akad.'’

Ulama figih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli
adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat
terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab
dan kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi
penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah
pihak.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam transaksi,
secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah
tangan. Ulama figih menjelaskan bahwa syarat dari ijab kabul
adalah sebagai berikut:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang
mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal,
sedangkan menurut ulama Madzab Hanafi mensyaratkan

hanya telah berakal saja.

18Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 146.
70Oni Sahroni & M Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya
dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27.
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2. Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual
mobil inii dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli
menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.

3. ljab dan kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan
tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang
melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang
bersamaan.®

4. Macam-macam Jual Beli
a Pembagian Jual Beli Berdasarkan Obyek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi obyek barang yang

diperjualbelikan terbagi kepada empat macam:

1) Bai’ Al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan
mata uang*®

2) Bai’ Al-Salam, merupakan bentuk jual beli dengan
pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian
hari (advanced payment atau forward buying atau future
sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal,
dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati
sebelumnya dalam perjanjian.?°

Salam boleh dilakukan berdasarkan dalil Al-qur’an,

yakni QS. Al-Bagarah ayat 282:

18Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika Vol 11, No. 2 (2014), 377-378.
19 Enang Hidayat, Figh Jual Beli, 48.
20 Ascarya, Akad danProduk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 90.
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“Hai  orang-orang Yyang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.??

3) Bai’ Al-Sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata
uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar
menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.
Bentuk jual beli ini mempuntai syarat sebagai berikut:
saling serah terima sebelum berpisah badan di antara ke dua
belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan,
tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya. Penyerahan
barangnya tidak di tunda.

4) Bai’ Al-Muga>yadhah (Barter), yaitu tukar menukar harta
dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini
disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.
Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

b Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar

Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang

terbagi kepada tiga macam:

1) Bai’ Al-Musa>wamah, yaitu jual beli yang dilakukan penjual

tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli

seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

2L QS. Al-Bagarah (2): 282.
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005), 49.
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2) Bai’ Al-Muza>yadah, vyaitu para penjual memperlihatkan
hargabarang di pasar kemudian pembeli membeli barang
tersebut denganharga yang lebih tinggi dari harga asal
sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) Bai’ Al-Ama>nah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi
dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan
Bai’ al-amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena
jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.
Misalnya penjual berkata:” saya membeli barang ini seharga Rp.
100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda
seharga Rp. 130.000.” dan ini terbagi kepada tiga macam yakni
sebagai berikut:?®
a. Bai’ AI-Mura>bahabh, yaitu penjual menjual barang tersebut

dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang
ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli
komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,-
kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000 dan ia
menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000.
pada umumnya si penjual eceran tidak akan memesan dari

grosir sebelum ada pesenan dari calon pembeli dan mereka

23 Enang Hidayat, Figh Jual Beli, 48.
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sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar

keuntungan yang akan ia ambil serta besarnya angsuran

kalau akan dibayar secara angsuran.

b. Bai’ Al-tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan
harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau
menguranginya.

C. Bai’ Al-wadhi>’ah, vyaitu penjual menjual barangnya
dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya
(diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan.
Dalam Bai’ Al- Mura>bahah adanya ketentuan menyebutkan
harga asal. Dalam Bai’ Al-tauliyah adanya ketentuan
menyebutkan keuntungannya, sedangkan dalam Bai’ Al-
wadhi>’ah  adanya ketentuan  menyebutkan  potongan

harganya.?*

5. Jual Beli yang diperselisihkan

Beberapa macam jual beli yang disebutkan di atas, ada

beberapa macam jual beli lain yang diperselisihkan hukumnya,

meskipun sebenarnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Jual beli tersebut di antaranya:

a.

Jual beli juzaf, jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan.

24 Ibid., 49.
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Dalam terminologi figih, jual beli juzaf adalah jual beli sesuatu

tanpa harus di timbang, di takar atau dihitung.?

. Jual beli wafa’ (al-bai’ al-wafa’)

Jual beli wafa’ adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak
yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual
tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai
tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.?

Jual Beli ‘Inah

Menurut al-Jauhari kata “inah” bermakna pinjaman dan utang.
Dia mengatakan bahwa “inah” adalah jika ada seorang
pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia
membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli
secara inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain
dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada
pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya
sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga

pertama.?’

B. Harga dalam Ekonomi Islam

1 Pengertian Harga

25 Zakariah Daradjat, Agama dan Kesehatan Metal (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 256.
% Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 179.
27 Eka Nuraini, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih”, Jurnal Al- ‘Addalah Vol. X1, No.4 (2015),

789.
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Harga dalam transaksi jual beli merupakan salah satu
elemen dari rukun yang diklasifikasikan dalam ma ‘qud alaih sebagai
objek transaksi. Harga menjadi konsekuensi dari penyerahan barang
oleh penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu pihak pembeli
harus menyerahkan harga tersebut kepada pihak penjual baik secara
tunai (cash) maupun utang atau non tunai (credit).

Harga dalam figih Islam dikenal dua istilah berbeda
mengenai harga suatu barang, yaitu as-tsaman dan as-si7. As-
tsaman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si # adalah
harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama figih
membagi as-si 7 menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku
secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini,
pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan
mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang
berlaku secara alami tidak boleh campur tangan, karena campur
tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan
merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu
komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan
modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta
melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.
Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan at-zas ‘ir al-jabbar.?®

2 Dasar Hukum Harga

28 Setiawan Budi Utama, Figh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kotemporer) (Jakarta: Gema
Insani, 2003), 90.
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Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak
ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam
bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil
yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan
muamalah berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-

Nisa’ ayat 29:

G 5\as & & G ) Jlally 1 o801 a1 Y T Gl g

Va5 85 G- A & a&al] B8 Y 5 280 al 5
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.*

Ulama figih sepakat menyatakan bahwa ketentuan
penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur‘an. Adapun
dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang
menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu
dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi
landasan hukum at-tas ‘ir al-jabbari, menurut kesepakatan para
ulama figih adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).3!

Menurut Ibnu Tamiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai,
kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.

Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata,
“Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk

29 QS. An-Nisa’ (4): 29.
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Penerrbit J-ART, 2005), 84.
31 Setiawan Budi Utomo, Figh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kotemporer), 91.
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kami.” Lalu Rosulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah yang
menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan
aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari
kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau
harta”.3?

Ulama figih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi
di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan
sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang
komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila
stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam
keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan
membatasi harga komoditas tersebut.

3 Harga dan Mekanisme Pasar Menurut Ekonomi Islam

Sudah menjadi kelaziman bahwa harga suatu barang
ditentukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi para pihak yang
terlibat dalam perjanjian dapat pula meminta pendapat/perkiraan
pihak ketiga. Akan tetapi, apabila pihak ketiga tidak memberikan
perkiraan tentang harga barang tersebut, maka jual beli tidak akan
terjadi.3*

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu

kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa

sesuai dengan yang ia sukai. lbnu Taimiyah menempatkan

32 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Press,
2004), 316.

33 Setiawan Budi Utomo, Figh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kotemporer), 92.

3 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 143-144.
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kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan
ekonomi, walaupun beliau juga mebemberikan batasan-batasannya.
Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah
Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri
maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.
Selain itu juga diperlukan kerja sama antara satu masyarakat dengan
masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan
khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam
hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan
digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat
menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.
Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan
dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini,
Rasulullah Saw menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu
mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana
dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan
penawaran dan permintaan. la berkata: ”Naik dan turunnya harga tak
selalu berkait dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang.
Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau

penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika
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membutuhkan peningkatan  jumlah barang, sementara
kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi
lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan
permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan
kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa
saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan.
Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.*®

Mengenai penambahan dan pengurangan produksi akibat
perubahan harga Abu Yusuf mengatakan “tidak ada batasan tertentu
tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada
yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan
karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak
disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal ketentuan
Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan
terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.

Tampak Abu Yusuf membantah kesan umum dari hubungan
negatif antara penawaran dan tingkat harga. Adalah dalam
kenyataannya benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung
pada penawaran semata di mana hal juga sangat penting adalah

kekuatan permintaan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan

35 A A Islahi, Konsepsi Ekonomi lbnu Taimiyah, terj. Ansari Thaiyib (Surabaya: PT Bina limu
Offset, t.t.), 104.
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tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan dan

penurunan produksi saja.3®

C. Pendapat Ulama’ Tentang Perubahan Harga dalam Jual Beli

Mayoritas Ulama figih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan)
merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT
melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara
bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang luas.
Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan
syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang
bersifat spekulatif (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur
gharar, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal
ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan
harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak
dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.*’

Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di ditanya
bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli.
Beliau menjawab: perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi

disebabkan beberapa hal, antara lain:

3 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 141.
37 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 61.
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Perselisihan tentang harga barang, misalnya penjual berkata bahwa
barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli berkata
bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing
menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus
membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang
diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.

Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat
yang shahih hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena
tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam harga atau barang
yang diperjualbelikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan
pegangan adalah ucapan penjual.

Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian
salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena
syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu Yyang
mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan
mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan
pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad.
Karena hukum asalnya akad tersebut selamat dari pengingkaran.
Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak
sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syara’.
Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti

pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.
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4. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun
keadannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia
dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. Maka
menurut pendapat madzhab yang dipegang adalah ucapan pembeli,
karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli
untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain
yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum
asalnya tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada

dan terlihat.3®

% Abdurrahman As-Sa’di, Figih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari’ah (Jakarta: Senayan
Publishing, 2008), 293-295.



